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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptékan manusia sebagai makhluk yang
paling sempurna bentuknya dibanding makhluk-makhluk
Allah vang lainnya. Kesempurnaan mereka itu ditandai
dengan diberikannya akal atau pikiran kepada manusia
sebagait bekal untuk mengatur kehidupan di dunia, karena
dengan akalnya manusia akan dapat membedakan antara
perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Oleh
karena itu manusialah yang dipilih Allah untuk dijadikan
khalifah/penguasa di bumi, sebagaimana firman Allah

dalam al-Qur“an Surat al-Bagarah : 30, berbunyi -
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“"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan searang khalifah di

bumi”. (Nepag RI. 1979 - 13)

Namun dengan akalnya semata manusia tidak akan
sanggup mengatur dunia tanpa adanya sesuatu vang dapat
dijadikan pedoman dalam hidup. Maka untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, Allah menurunkan kitab suci al-
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'Qur’an untuk dijadikan sebagai petunjuk (hidayah) bagi
manusia, sébégaimana firman Allah dalam surat al-Bagarah
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“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Rama-
dlan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al
Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda {antara
yang hak dan yang batil)". (Depag RI, 1979 : 45)

Juga dalam surat Ali Imran : 138, vang berbunyi :
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“(Al Qur”an) ini adalah penerang bagi seluruh manusia,
dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang

bertakwa". (Depag RI, 1979 - 98)

Al Qur°an yang berfungsi sebagai pedoman hidup
bagi manusia, tidak hanya dapat dijadikan pedoman dalam
mengarungi hidup di dunia saja, namun lebih dari itu, Al
Qur-an Jjuga =sebagai petunjuk untuk dapat mencapai
kebahagiaan di akherat kelak. Dalam hal ini Allah ber-—

firman dalam surat al-Jaatsiyah - 20, yaitu :
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“"Al Qur an ini adalah pedoman hidup bagi manusia,
petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini”. (DPepag RI,

1979 - 817)

Begitulah Islam, di dalamnya sarat dengan aturan-—
aturan yang tidak hanya mengatur kehidupan di dunia
namun juga kehidupan di akherat. Dengan demikian gyari—
“at Islam mengatur kehidupan manusia secara totalitas,
sehingga tidak ada satu bagianpun yang terlépas dari
syari‘at Islam. Baik aturan itu di bidang ritual, bidang
kemasyarakatan, ekonomi, mu amalah ataupun masalah—-
masalah jinayah. Semua aturan—aturan itu telah tertuang
di dalam Al Qur an sebagai sumber hukum yang pertama dan
As Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al
Qur“an. Dan berdasarkan indikasi tentang munculnya
sumber hukum lain selain Al Qur ’an dan As Sunnah, yaitu

ijtihad yang menempati sumber hukum berikutnya.

Sebagai seorang muslim, konsekwensi kita adalah
melaksanakan semua aturan—-aturan yang terdapat dalam
syari“at Islam. Dalam arti, apa yang diperintahkan oleh
syari”at Islam kita berusaha semaksimal mungkin
melaksanakannya, dan yang dilarang oleh syari at Islam

dengan ikhlas kita bersedia meninggalkannya.

—Dalam usaha untukx memenuhi kebutuhan hidup, Allah

memeriptahkan kepada manusia supaya mau berusaha dengan



jalan apa saja asal yang tidak bertentangan dengan
konsep Islam. Jangan sampai terjadi seorang muslim
mendapatkan keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada
pihak lain. Keuntungan yang diperoleh dengan cara
menimbulkan kerugian pada pihak lain salah satunya

adalah dikenal dengan judi.

Fakta telah menunjukkan bahwa berjudi selain
menimbulkan kerusakan agamis yaitu menghalangi orang
dari mengingat Allah dan mélaksanakan shalat, juga dapat
menimbulkan kerusakan sosial yaitu membangkitkan permu-—
suhan dan kebencian. (Al Maraghi, 1969 - 24)

Karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari
berjudi, maka syari”at menyatakan dengan tegas bahwa
judi adalah salah satu perbuatan syaitan yang diharamkan

oleh agama._

Kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya
Islam, namun perlu disadari negara Indonesia bukanlah
negara Islam. Sehingga bukan hanya hukum Islam yang
berlaku di Indonesia, namun hukum yang berlaku di negara
ini adalah pluraliétis. Artinya, disamping hukum Islam
yang berlaku, berlaku pula hukum perdata seperti B.W

atau hukum pidana seperti KUHP dan hukum Adat.

Seperti dalam syari”at Islam, mengenai perjudian

dalam KUHP atau dalam UU No.7/1974 tentang penerbitan



perjudian juga memuat aturan-aturannya. Namun ada
sedikit perbedaan antara syari at Islam dan KUHP dalam
memandang suatu perbuatan apakah perbuatan itu dapat

dikategorikan perbuatan judi atau bukan.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan vang
mengandung unsur—unsur perjudian dengan tegas dinyatakan
haram, namun dalam KUHP tidaklah demikian. Yang dilarang
hanyalah bentuk perjudian yang operasionalnya tidak
mendapat izin dari yang berwenang. Suatu perbuatan yang
jelas—-jelas mengandung unsur—unsur perjudian, namun jika
operasionalnya mendapat izin dari yang berwenang, maka
bagi yang melakukan perbuatan tersebut tidak diancam
dengan pidana. Berpijak dari sinilah permasalahan
mengenal perbuatan pidana perjudian menurut U0 No.7
tahun 1974 tentang penerbitan perjudian akan dianalisa

menurut hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa me-
ngenai perjudian antara hukum Islam dan KUHP ada sedikit
perbedaan dalam memandang suatu perbuatan itu termasuk
kategori Jjudi atau bukan. Dalam KUHP ada aturan-aturan

vang menetapkan mana perbuatan yang dianggap sebagai
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perbuatan judi dan mana yang bukan. Karena hal tersebut
masih terlalu luas untuk dibahas secara keseluruhan,
maka diperlukan adanya identifikasi pembahasan agar apa

yang menjadi pokok permasalahan lebih jelas dan terarah.

Adapun identifikasi pembahasan dalam masalah ini
adélah perbuatan pidana perjudian menurut UU no.7 tahun

1974 ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari pokok permasalahan di
sini adalah mengenai perbuatan pidana perjudian menurut
UU no.7 tahun 1974, ditinjau dari hukum Islam bukan dari

segi hukum yang lain.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, maka
menjadi Jjelas apa yang akan dibahas. Yaitu mengenai
“tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan pidana

perjudian menurut UU no.7 tahun 1974%.

D. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka akhirnya dapat ditarik

suatu ruimusan masélah, yaitu sebagail berikut -

- 1. Bagaimana deskripgsi perbuatan pridana perjudian
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memarut UU No.7 tahun 1974 ?

Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan

 pidana perjudian dalam UU No.7 tahun 1974 ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan masalah-masalah yang telah di-

runmuskan di atas, maka tujuan studi dari pembahasan ini

adalah :

1.

setidak-tidaknya untuk hal sebagai berikut :

1.

2.

Mendeskripsikan tentang perbuatan pidana perjudian
menurut UU No.7 fahun 1974.

Mengetahui secara jelas apakah ketentuan mengenai
perbuatan pidana perjudian dalam UU No.7 tahun 1974

sejalan dengan hukum Islam atau tidak.

Kegunaan Studi

Studi yang akan dibahas ini diharapkan bermanfaat
Digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang
berbentuk .skripsi.

Pijadikan sebagai bahan acuan/pertimbangan bagi

pene}itian yang akan datang.



G.'Data—dhta,fhng’ﬂkan Dihimpun

Setelah memperhatikan rumusan masalah, maka data-
data yang akan dihimpun adalah sebagai berikut :
1. Perbuatan judi menurut UU No.7 tahun 1974 tentang
penerbitan perjudian.

2. Perjudian menurut hukum Islaﬁ_

H. Sumber Data Dan Tehnik Penggalian Data

1. Sumber data

Sehubungan dengan pembahasan pokok masalah
ini, diperlukan adanya acuan yang dapat diambil
' sebagai sumber pembahasan. Sumber data untuk seluruh
data—-data yang telah terhimpun adalah :
a). Buku-buku yang membahas hukum pidana khususnya
hukum judi, antara lain :
— Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan
'  Delik-delik Khusus ; R. Susilo.
-~ Delik-delikx Khusus ; Drs.P.A.¥F_Lamintang, SH.

- Tindak-tindak Pidana Tertentu Di KUHP

s

M. Suddradjad Bassar, SH.
- Patologi Sosial ; Dr. Kartini Kartono.

- Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya ;



Drs.G.W._Bawengan, SH.

- Tinaak—tindak Pidana Tertentu Di Indonesia ;
. Prof.Dr_Wirjono Prodjodikoro, SH.

— UU No.7/1974 Tentang Penerbitan Perjudian.

b). Buku-buku/kitab-kitab yang membahas hukum Islam

antara lain :

- Al Qur-an Dan Terjemahnya ; DEPAG R.I.

— Tafsir Al Maraghi ; Ahmad Mustafa Al Maraghi.

- Tafsir Ayat Ahkam ; Muhammad Ali As Shobuni.

— Halal Wal Haram fi Al Islam ; Yusuf Qordawi.

— Syarah Sunan Abu Dawud.

— Syarah Sunan Muslim ; Nawawi.

— Fatwa Lengkap Tentang PORKAS ; Badan Kerja sama
Pondok Pesantren Jawa Barét.

- Asas—asas Hukum Pidana Islam ; Ahmad Hanafi,
MA.

— Tafsir Al Manar.

—- Serta buku-buku lain yang menyinggung masalah

judi sebagai sumber penunjang.

2. Tehnik penggalian data

Adapun tehnik penggalian datanya adalah dengan
mempelajari kitab-kitab/buku-buku hukum dan hukum

Islam yang berkaitan dengan masalah perjudian yang
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bersumber dari sumber data sebagaimana tersebut di

atas.

Metode Analisa Data

Setelah seluruh data-data terkumpul, akan dilaku-

kan analisa data secara kwalitatif, dengan tahap-tahap :

1.

Editing : Pemeriksaan kembali data-data yang dipero-

leh dari sumber pustaka.

Pengorganisasian data : Menyusun dan mensistematisa-

sikan data-data yang diperoleh, sesuai dengan
perumusan masalah.

Analisa data : Melakukan analisa lanjutan terhadap
hasil pengorganisasian, dengan menggunakan kaidah,
teori, dalil, sehingga memperoleh simpulan-simpulan

dari perumusan masalah.

Hasil analisa ini diharapkan akan menjadi Jjawaban

pertama dari perumusan masalah. Juga sekaligus merupakan

bahan untuk pembahasan hasil riset.

J.

Metode Pembahasan Hasil Riset

Metode—-metode yang dipergunakan dalam pembahasan

hasil riset adalah sebagai berikut :
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- Deduktif : Yaitu diawali dengan mengemukakan teori-
teori, dalil-dalil, serta pendapat—-pendapat yang masih
bersgifat umum, untuk kemudian dianalisa sehingga
dihasilkan suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus.

- Komperatif : Yaitu dengan membandingkan antara dua hal
yaitu Ketentuan ?ukum mengenai perbuatan—-perbuatan
pidana perjudian menurut UU No.7 tahun 1974 dengan
norma-norma hukum Islam.

- Analogis : Menggiyaskan hasil riset kepada norma-norma

hukum yang sudah mapan.



